BAB I
PENUTUP
A. Kesimpulan
Bedasarkan hasil penelitian maka dapat ditarik kesimpulan bahwa luas Ruang
Terbuka Hijau Publik di Kecamatan Kota Kudus adalah 18,54 Ha (0,17%). Tingkat
ketersediaan Ruang Terbuka Hijau Publik di Kecamatan Kota Kudus berdasarkan
persebaran penduduk sudah memenuhi persyaratan yang diatur di dalam Peraturan
Menteri Nomor 5/PRT/M/2008. Total luas RTH Publik Taman Kota di Kecamatan
Kota Kudus adalah sebesar 1,948 Ha jauh melebihi ketentuan yang diatur di dalam
Peraturan Menteri Nomor 5/PRT/M/2008 yang hanya mewajibkan minimal 24000
m2. Kendala yang dihadapi Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus adalah keterbasan
anggaran untuk melakukan pembangunan Ruang Terbuka Hjiau serta minimnya
partisipasi perusahaan industri dan pihak masyarakat dalam membangun Ruang
Terbuka Hijau Publik.
B. Saran

1. Perlu tindak lanjut dari Pemerintah Kabupaten Kota Kudus untuk menambah

anggaran dalam pembangunan RTH Publik di Kecamatan Kota Kudus
2. Untuk menambah keberadaan RTH Publik di Kecamatan Kota Kudus salah

satunya dengan cara memaksimalkan potensi lahan yang ada, misalnya dengan

mengalihfungsikan lahan yang kurang produktif menjadi taman atau hutan kota,

menambah jalur hijau di sepanjang jalan.

3. Melibatkan masyarakat serta perusahan dalam pembangunan RTH Publik.
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